BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan program
PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di MAN 2 Pesisir Selatan,

dapat disimpulkan bahwa:

1. Program PPID di MAN 2 Pesisir Selatan bertujuan untuk memastikan
transparansi dan keterbukaan informasi publik di lingkungan madrasah. Namun,
implementasinya masih terbatas pada metode konvensional karena kurangnya
dukungan sistem digital yang optimal.

2. Fungsi dan pelaksanaan PPID belum sepenuhnya optimal. Pengelolaan
informasi publik tidak berjalan dengan lancar karena beberapa kendala teknis
dan manajerial. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih di bidang
pengelolaan informasi publik serta terbatasnya pelatihan untuk staf PPID yang
baru mempengaruhi efektivitas program. Tidak adanya sistem pencadangan data
menyebabkan informasi penting rawan hilang. Sistem informasi yang
bergantung pada website yang tidak dapat diakses menyebabkan keterbatasan
dalam menyediakan informasi publik secara terbuka.

3. Faktor penghambat utama dalam pelaksanaan program PPID adalah kurangnya
kompetensi sumber daya manusia, masalah teknis pada website, dan
ketidaktersediaan sistem pengarsipan yang baik. Di sisi lain, faktor pendukung

yang ada antara lain adanya bantuan dari pemerintah dan komitmen dari
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pimpinan sekolah untuk terus mendukung keterbukaan informasi publik,

meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh Peneliti, berikut beberapa saran
yang dapat membantu meningkatkan pelaksanaan program PPID di MAN 2 Pesisir

Selatan:

1. Peningkatan Kompetensi Staf PPID

Staf PPID yang baru perlu diberikan pelatihan intensif tentang
pengelolaan informasi publik, penggunaan teknologi informasi, dan
pengelolaan arsip yang baik. Pelatihan ini sangat penting agar mereka
dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan profesional,
serta dapat mengelola data dan informasi publik dengan benar sesuai

dengan standar yang ada.

2. Perbaikan Sistem Teknologi dan Website PPID

Website PPID yang saat ini tidak dapat diakses harus segera
diperbaiki. Perpanjangan domain dan pemeliharaan website harus
menjadi prioritas utama agar akses terhadap informasi publik dapat
terwujud dengan maksimal. Selain itu, sistem backup data yang
terstruktur perlu diterapkan untuk memastikan bahwa semua data

penting tidak hilang dan dapat dipulihkan jika terjadi masalah teknis.



3. Pengelolaan Arsip yang Lebih Terstruktur

Pengelolaan arsip harus dilakukan dengan lebih terorganisir dan
sistematis. Sebaiknya, pihak sekolah mempertimbangkan untuk
menerapkan sistem pengarsipan digital guna menyimpan data dan
informasi dengan lebih aman dan mudah diakses. Hal ini akan
mengurangi risiko kehilangan data yang berharga dan mempermudah

pengelolaan informasi.

4. Sosialisasi yang Lebih Intensif tentang Program PPID

Sosialisasi yang lebih intensif kepada seluruh warga sekolah
mengenai  pentingnya PPID perlu dilakukan. Hal ini akan
meningkatkan kesadaran akan manfaat keterbukaan informasi publik,
serta memudahkan akses informasi yang lebih transparan bagi guru,

siswa, dan masyarakat sekitar.

5. Penguatan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan efektivitas program PPID, perlu ada penguatan
infrastruktur, terutama di bidang teknologi informasi. Selain itu,
pengadaan pegawai yang berkompeten dalam bidang pengelolaan
informasi publik sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan program PPID di masa depan.

6. Penelitian Lanjutan



Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut
mengenai pengelolaan PPID di sekolah-sekolah lain, terutama yang
menghadapi tantangan serupa. Penelitian lanjutan diharapkan dapat
menggali lebih dalam mengenai solusi yang dapat diterapkan untuk
mengatasi masalah dalam pengelolaan informasi publik di tingkat

pendidikan.
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